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ABSTRAK

Di Negara Indonesia selalu mengupayakan kesehatan masyarakatnya untuk
membangun bangsa menjadi lebih baik lagi, serta mengurangi dampak-dampat penyakit
dan berkurangnya masyarakat yang sakit. Pemerintah selalu ingin menciptakan pelayanan
kesehatan yang memadai agar masyarakat selalu dalam keadaan sehat. Indonesia tidak
hanya memajukan dalam hal pendidikan saja namun_juga dalam hal kesehatan.
Kompetensi Petugas Pemberi_Layanan berkaitan dengan pengetahuan dan keramahan
petugas dalam _memberi layanan serta kemampuan. mereka -untuk menginspirasi
kepercayaan.dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Aspek yang harus diberikan oleh
suatu kantor pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik,
cepat dan tanggap dalam menangogapi setiap keluhan masyarakat serta memberikan
pelayanan yang maksimal khusunya dalam “setiap pelayanan. Pembinaan personil di
Kantor Pemenuhan sarana'dan’ prasarana berhubungan .langsung dengan penilaian
pertama dari masyarakat.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam : 1) Pelaksanaan Pelayanan
Penerbitan Surat 1zin Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2009?. 2. Kendala Dalam Penerbitan_Surat 1zin Praktik Dokter
Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 20097

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Obsevational Research ( penelitian lapangan ) dengan menggunkan metode alat
pengumpul data.yaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab. Penelitian ini
juga mengunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara
meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan
data sekunder.

Hasil penelitiannya ialah. Pembangunan_kesehatan sebagai salah satu upaya
pembangunan nasional diarahkan-guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan
untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tenaga kesehatan merupakan pokok
dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya
perencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu
dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Unsur utama dari subsistem ini adalah perencanaan, pendidikan dan
pelatihan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Dalam ‘“Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam-Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Praktik Kedokteran
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi Terhadap pasien
dalam melaksanakan upaya kesehatan.” Dimana praktik kedokteran ini harus memiliki
izin atau surat izin praktik yang dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat (4) bahwa : Surat izin
praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan
kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran
setelah memenuhi persyaratan. Masyarakat masih merasakan bahwa proses pelayanan
perizinan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan masih terkesan kurang baik di
mata masyarakat, seperti proses yang berbelit-belit, tidak adanya transparansi dan juga
melelahkan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan

<
kurangnya kesadaran /mg ' hukt ya. (MUHAMMAD,
<o
2006)
Padahal hukum akan efek jera terhadap siapa saja yang
melanggarnya, tidak hanya itu aparat penegak hukum sebaiknya lebih tegas dalam
melakukan penegakkan hukum di indonesia ini, jangan hanya rakyat miskin saja
yang harus menjalankan hukuman jika mereka bersalah. Namun untuk para

pejabat lainnya yang melakukan perbuatan salah atau telah melanggar ketertiban

dan telah melanggar norma-norma yang ada sebaiknya juga harus mendapat
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hukuman. Sebelum kita membenahi masyarakatnya ada baiknya terlebih dahulu
yang kita perbaiki adalah aparat penegak hukumnya. Agar hukum berjalan lebih

kondusif dan tidak terjadinya penyelewengan jabatan.

Dalam menenggakkan aturan memang kadang terjadi hambatan, namun

dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi negara,
dalam arti tidak terikat pada bidang tertentu. Sedangkan hukum administrasi
negara khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang

tertentu seperti peraturan tentang pertahanan, peraturan kesehatan, peraturan



perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan dan
sebagainya.

Izin salah satu intrumen yang digunakan dalam administasri, terutama
dalam hukum administrasi Negara. Wajib meminta izin terlebih dahulu kepada
pemerintah yang« berwenang..dalam menjalankan suatu usaha, pemrintah
mengunakan izin sebagai sarana untuk menertibkan tingkah laku warga Negara.
Izin itu diberikan berdasarkan peraturan yangsberlaku, dengan diterbitkannya izin
tersebut pemerintah tetah melakukan tindakan demi” kepentingan umum yang
mengharuskan pengawasan khusus (Soekadji, 1997).

Hukum perizinan adalah salah satu dari bagian hukum administrasi Negara
yang merupakan badan hukum publik terhadap wewenang tertentu yang
merupakan penetapan dari permohonan seseorang atau pun badan hukum tertentu
terhadap hal — hal yang di mohonkannya. Penyelenggaraan pemberian perizinan
untuk kepentingan pribadi atau badan hukum perlu adanya pelayanan, pembinaan,
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian izin suatu usaha

Perizinan merupakan kebijakan pemerintah atau pemda untuk melakukan
pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas
sosial maupun ekonomi. Dalam_membangun, membuat suatu tempat praktik
maupun tempat usaha setiap pemiliknya harus memiliki surat izinnya.
Bahwasanya masyarakat yang hendak kesana tidak perlu takut dan ragu, dan
apabila terjadi sesuatu hal masayarakat berhak melaporkannya pada pihak

berwenang agar bisa untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah, dan apabila terbukti



terjadi kecurangan dan merugikan banyak pihak maka tempat tersebut berhak
untuk ditutup dan diberikan sanksi tegas. (SUTEDI, 2015)

Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas
kepemilikkan atau penyelenggaran kegiatan. Izin merupakan keputusan tata usaha
negara dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai
konsekuensi dari jabatannya. Untuk agar kita dapat bisa menilai sejauh mana
keberhasilan izin tersebut bukan-hanya pada berapa banyaknya dikeluarkan izin
oleh suatu instansi_mana pun, melaiankan berdasarkan sejauh mana instrumen
tersebut berfungsi ditengah-tengan masyarakat dan mengakselerasi kegiatan
ekonomi atau kegiatan masyarakat.

Seperti halnya tidak hanya dalam hal politik, budaya, ekonomi, dan lain-
lainnya, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dalam bidang kesehatan.
Bidang kesehatan saat ini menjadi sorotan masyarakat luas, selaian dari
pembiayaan dan juga praktik-praktik dokter yangkadang melakukan mallpraktik,
yang banyak membuat masyarakat takut. Dengan adanya bantuan dari pemerintah
untuk membentu hal pembiayaan bagi masyarkat yang tidak mampu namun
pemerintah juga harus melihat atau menyidak praktik-praktik dokter yang ada di
indonesia ini. Pakah hal tersebut sudah sesuai.dengan standar yang ada atau malah
kurang dan jauh dari standarisasi.

Sehinga setiap dokter maupun bidan yang ingin membuat parktik dokter
atau pun klinik bahkan rumah sakit sekalipun harus membuat perizinan terlebih
dahulu kedinas kesehatan setempat. Agar nantinya dinas kesehatan dapat melihat

apakan keberadaan rumah sakit maupun Klinik tersebut sudah layak atau belum



untuk bisa menjalankan praktiknya. Tidak sembarangan saja dokter-dokter jika
ingin membuka tempat praktik.

Harus sesuai dengan peraturan dari pemerintah terkait dan harus memiliki
izin dalam membukanya. Berkaitan dengan adanya malpraktek, instrumen
perizinan yang diatur dalam-hukum administrasi negara mempunyai hubungan
dengan _timbulnya perbuatan malpraktek administrasi. Oleh karena itu, istrumen
perizinan menjadi salah satu faktoriyang: penting ketikan seorang dokter akan
membuka praktek kesehatan, karena isntrumen perizinan tersebut dapat dijadikan
sebagai bukti-bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kompeten untuk
menjalankan praktik kedokterannya tersebut.

Setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Dalam pemebrian pelayanan kesehatan yang baik tersebut kepada masyarakat b
erbagai upaya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas
dan terjangkau  oleh masyarakat. Penyelenggaraan praktik® kodekteran yang
merupakan inti dari berbagail kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian
dan kewenangan yang Secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi lisensi, pembinaan
dan pengawasan.

Adanya hal itu akan memberikan dampak positif terhadap praktik dokter
tersebut. Praktik dokter yang telah memiliki lisensi atau izin dari dinas terkait,
maka harus memberikan pelayanan yang baik terhadap pasiennya. Juga menjaga

kode etik kedoterannya, tidak membeda-bedakan pasiennya. Perizinan yang
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diberikan dinas terkait akan membuat masyarakat menjadi tidak taku lagi akan
adanya malpraktik yang banyak terjadi pada saat ini.
Dengan adanya perizinan tersebut masyarakat akan lebih mudah

melaporkan apabila terjadi kecurangan atau tidak mendapatnya pelayanan yang

banyak hal.
embinaan dan
pengawasan  ter ) ) : L eC bu babusalam
kabupaten roka erday __ | -_ er me ri'yang telah berdiri

dan memilil i memebri ' S nasayarakat terkait

sesuaiakan dengan prosedur yang berhubungan dengan peraturan perundang-
undangan. Bukan tidak mungkin setiap proses selalu berjalan dengan baik.

Dalam undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
dikatakan bahwa “Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan

pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik
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kedokteran setelah memenuhi persyaratan”. Berkaitan dengan masalah malpraktik
istrumen perizinan yang diatur dalam hukum administrasi negara memepunyai
hubungan dengan timbulnya perbuatan malpraktik administrasi.

Maka hal itu perizinan menjadi hal yang paling utama dan sangat penting

1ya. Karena instrumen

praktik do
pasiennya. Dis jug 13 grizinan dan telah

berjalan selame ang lama. 03 3 aktik dokter ini akan

dahulu mengurus surat izin nya untuk dapat bisa melewati administrasi. Setiap

dokter yang hendak mebuka praktik dokternya harus tunduk kepada peraturan
perundang-undangan yang telah mengatur tentang perizinnan sebagai bukti

tertulis untuk pasien yang hendak berobat kesana.
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Dalam hal untuk dapat memperoleh perizinan tersebut harus menempuh
beberpa prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemberi izin tersbut yaitu
pemerintah permohonan izin juga harus melalui syarat-syarat atau prosedur-

prosedur tertentu yang telah diatur. Tujuan perizinan dari sisi pemerintah untuk

onesia Nomor

2004 Tenta tik ke ~ran adal: Ikai 0 dilakukan oleh

dokter dan * C i ar paya kesehatan,

Dengan hal itulah setiap permohonan perizinan pasti akan ada saja kendala
pada saat membuatnya. Karena pelaksanaan permohonan perizinan itu tidak
selama nya mulus atau lancar-lancar saja. Kadang kala pasti ada pelaksanaan nya

yang memkan waktu lama.
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Beranjak dari hal tersebut diatas itulah maka penulis ingin melakukan
penelitian dengan judul sebagai berikut “Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin
Praktik Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019”.

Dokter Mandiri Di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2019.
2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Bagi penulis, selain sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir,
tetapi penelitian ini juga untuk menambah dan memperluas
pengetahuan yang berkenaan dengan eksistensi restorative justice.

b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukkan dan sumbangan

gatur tentang
hubungan atau instansi.

Dimana da ' annya akan sa g a lainnya. Apabila

lanjuti oleh pemerintah terkait untuk-o

Begitu pula dalam perizinan dalam hal hendak membuka praktek dokter
mandiri maka hendaknya memebuat perizinan terlebih dahulu, agar terhindar dari
kecurangan yang banyak terjadi, seperti halnya malpraktek. Masyarakat akan

menjadi takut untuk datang kedokter karena akan dapat seperti ini. Namun, apa

10
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bila ada perizinannya maka masayarakat dengan mudah untuk menuntutnya dan

meminta ganti rugi.

Sangat disayangkan apabila masih terjadi banyaknya malpraktik di negara

ini, berarti masih kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Dan mgkin masih

A penelitian ini

maka perl an [ asa ang dimaksud

Menurut Westra (Adisa pelaksana adalah usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan

kapan waktu dimulainya.

11



PENERBITAN

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Penerbitan diartikan sebagai
proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Atau Penerbitan adalah pekerjaan
menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditunjukkan ke khalayak umum.
Dalam hal perizinan. Surat izin_akan diterbitkan oleh pembuat perizinan yang
nantinya-akan berfungsi sebagai bukti bahwa izin dari suatu tempat tersebut legal.

Izin adalah suatu tindakan yang-dilakukan untuk meminta persetujuan dari
pihak tertentu, yang berdasarkan peratutran perundang-undangan untuk suatu hal
tertentu. Perizinan itu sendiri dilakukan supaya hal atau perbuatan yang kita
lakukan tidak melanggar peraturan tertentu yang berkaitan. Serta adanya sanksi
bila melanggarnya.

Hal pokok-pokok pada izin, seuatu yang dilarang kecuali diperkenankan
dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan
dengan cara-cara tertentu. lzin akan memberikan, dampak pesitif bagi penguasa
maupun orang yang memerlukannya, seperti halnya dalam membuat suatu praktik
dokter mandiri dimana pemiliknya akan membutuhkan izin dalam membuatnya.
Tidak bisa sembarang membuat klinik tanpa ada i1zinnya.

Karena hal itu akan dapat.dilaporkan dan praktik tersebut akan ditutup. Itu
akan meresahkan masyarakat dan akan bermunculan malpraktik. Hal ini akan
membuat banyaknya korban jiwa. Padahal masyarakat sangat di perlukan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya izin tersebut apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai maka masyarakat atau pasien dapat

mengadukannya ke pihak yang berwenang.

12
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Hal itu lah yang memebuat paradigma izin harus dilakukan. 1zin sangat
diperlukan dalam hal pembuatan praktik dokter tersebut. Nantinya pemerintah
akan mengetahui apakah sudah layak atau belumnya praktik dokter tersebut

didirikan. Dan apakah sudah melalui standarisasi dalam hal membangunkan

ukan oleh dokter

AN

sehatan, diatur

ayanan kesehatan

TRA2NATLY

praktik kedokterannya di indonesia wajib memiliki surat izin praktik.”

Dengan dijelaskan nya dalam Pasal tersebut jelas bahwa setiap praktik
dokter wajib memiliki surat izin, semula kewajiban ini hanya untuk kewajiban
administrasi yang kemudian diangkat menjadi kewajiban hukum pidana yang

mana adanya ancaman pidana. Dimana apabila terdapat nantinya praktik dokter

13
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yang menyalah gunakan kekuasaanya atau dapat merugikan banyak pihak akan
ada sanksinya.
Dalam “Pasal 1 ayat 7 : surat izin praktik adalah bukti tertulis yang

diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan

n proposal ini

yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan

didukung data primer dan data sekunder.

Sehubungan dengan penelitian hukum Soerjono Soekanto berpendapat “
penelitian hukum yang dimaksud sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

14
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suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya’.

(SOEKANTO, 1994)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan

dengan analisa dan kontruksi, dilakukan secara metedologis didasarkan pada
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dapat mem
mampu me

memberik

‘*ﬁ ) gambil suatu daerah
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Sehin gga penulis sangat terta getahui apakah klinik dokter mandiri

penulis mengamb

yang mana menurut pe apat klinik dokter mandiri.

yang ada di daerah tersebut sudah menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh

pemerintah terkait.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dinas kesehatan yang
bertujuan untuk mengetahui tata cara perizinan dan Kklinik dokter mandiri yang

menjalankan izin praktik di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.

keterangan bere [ ; ] an dan kendala

dalam pembuatan izin, pe dinas kesehatan raktik dokter.

dinas kesehata oters entang tata cara
permohonan per - dida a’ 0ses pembuatan
perizinan.
No Populasi Persentase %
Responden
1. Dinas Kesehatan 1 Orang 100 %
2. Dinas Penanaman Modal dan 1 Orang 100 %
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dokter 4 Praktik 100 %
Jumlah 6 100 %
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Tabel 1.2

Laporan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri (SIPD)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan

No Nama

V)
£ )

)

=

o
i
hill
g
r

4. dr. Cindy

Yolinta

A L33
i -
-

Ta

Tanggal
Penerbi

29-08-2019

31-12-2019

10-07-2020

22-10-2020

Oleh karena penelitian ini survey, maka data yang digunakan adalah data

primer yaitu data yang di dapat saat survey langsung kelapangan atau ke lokasi

penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

17
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Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung
melalui Tanya jawab dengan responden tentang suatu pelaksanaan pelayanan izin

praktik dokter mandiri di kecamatan kubu babusalam kabupaten rokan hilir.

b. Bahan um sekunder

\ A
atau pend #

hasil-hasil

o
c
<
<
o
c
<
=

WEN S
S
3
5
&
g

babusalam

=S 323 15 b
LT
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten

Halang Muka. Kecamatan Kubu Babussalam pada Tahun 2019 dipimpin oleh
Camat Drs. Amat Atin, dan Sekretaris Camat H. Sakhroni, SE. Kecamatan Kubu
Babussalam dengan 9 desa/kelurahan terbagi menjadi 56 RW dan 135 RT. (BPS

kabupaten Rokan Hilir, 2019)
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Kecamatan Kubu Babussalam merupakan merupakan kecamatan yang
baru dimekarkan dari Kecamatan Kubu pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011.

Kecamatan Kubu Babussalam terletak hanya 3 meter diatas permukaan laut,

dengan suhu le 1. luas wilayah 530,35

s Uyt )
s

ool
o]
e B

Terwujudnya

sehingga memiliki kompetensi, “tanggung jawab, propesional dalam
penyelenggaraan  tugas-tugas umum  pemerintah, pembangunan, dan

kemasyarakatan.
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B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pelayanan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan
untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat, yang dalam rangka pencapaiannya
diwujudkan melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme Sumber
Daya Manusia: Dalam memberikan mutu pelayanan pada. masyarakat luas
membutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu peraturan
Perundang —undangan yang berlaku di Negara Indonesia saat ini.

Dengan adanya mutu pelayanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu
akan membuat dampak yang bagus dinegara kita ini. Masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari selalu berhubungan dengan banyak pihak. Dalam rutinitas sehari-hari
selalu berdampingan dengan manusia lainnya yang adanya hubungan timbal balik
antara satu dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan setiap yang kita lakukan
selalu ada hubungannya. Pada masa saat ini Kita selalu disibukkan berbagai
aktivitas yang berhubungan;-dengan ,pelayanan. Pelayanan sebuah aktivitas
dikarenakan selalu dikerjakan secara rutin dan terus menerus.

Pelayanan® yang kita dapatkan bisa dari mana saja, dan juga beragam
pelayanan yang kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik
ataupun kurang baik, bahkan Kita juga bisa dapat pelayanan yang lebih berkualitas
dan bisa kita dapat dari mana saja apakah itu dari instansi pemerintah ataupun dari

masyarakat lainnya.

Dimana pun kita berada kita akan selalu dihadapi dengan pelayanan
seseorang terhadap kita, walaupun diwarung-warung kecil saat kita membeli

sesuatu barang pun kita akan dilayanani oleh sipenjual. ltulah dimanapun kita
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berada kita akan selalu dihadapi dengan pelayanan yang diberikan oleh seseorang
terhadap diri kita. Pelayanan itu sebagai suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat

yang merupakan kegiatan penting yang bergerak dibidang jasa.

Dalam hal nya_pelaksanaan pelayanan yang kita dapat tidak hanya dari

tempat- at ye ana da saat Kkita

bertamu keru A k3 an pelayan yang

dengan le
diberikan pelayana ana . - ergantung dari

lembaga atat ar r kKnya setiap pemerintah

tersebut baik atau tidaknya yang diberikan. Seperti dalam hal kita hendak
membuat suatu praktik dokter mandiri sebelum membuatnya kita harus meminta
izin praktik terlebih dahulu, agar masayarakat yang hendak berobat tidak merasa

resah ataupun takut akan terjadi hal-hal yang buruk.
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Pelayanan adalah sesuatau hal sangat penting dalam kelompok maupun
organisasi. Pelayanan adalah aktivitas yang selalu berhubungan dengan
pelanggan. Dalam hal pelaksanaan pelayanan adalah upaya pencapaian visi/misi
dalam suatu organisasi seperti pemerintahan. Terwujudnya suatu pelayanan yang
efektif dan efisien.adalah sebagai alasan penting-adanya suatu pelayanan.

Tujuan utama pelayanan adalah kepuasan dari masyarakat. Hal ini bisa
terwujud apabila pelayanan yang-diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan
yang harus dilakukan® pemerintah kepada masyarakatnya. “Memang masih
banyaknya dijumpai kelemahan yang didapat dalam pemerintah memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Ketika™ kita hendak mengurus sesuatu hal kepemerintah kita akan
mendapatkan pelayanan. Seperti kita meminta perizinan untuk-membuka praktik
dokter mandiri. Dalam hal pengurusannya Kita akan dilayanani oleh pemerintah.
Selama masa pengurursan perizinan tersebut Kita, kan selalu-berhadapan dengan
pegawai bagian .pengurusan perizinan. Dari sini Kita bisa rasakan apakah
pelayanan tersebut sudah optimal dan sesuai dengan standar atau belumnya.

Pelaksanaan pelayanan dirasa sudah prima dart pemerintah atau dinas
kesehatan yang akan memberikan izin praktik dokter mandiri bisa kita lihat dari
standar pelayanan publiknya. Standar pelayanan tersebut dari prosedur pelayanan,
waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, dn kompentensi petugas
yang akan memberikan pelayanan.

Dengan adanya kualitas pelayanan yang sangat prima akan mendatangkan

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan

23



lingkungan. Kualitas pelayanannya akan dapat dinilai pada saat terjadinya
pemberian pelayanan publik tersebut. (Herman, 2018)

Apabila praktik dokter mandiri dirasakan menyalahi aturan atau tidak
sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapat maka kita bisa meminta pemerintah
untuk mencabut izin praktiknya. Hal ini lah.yang membuat masyarakat menjadi
tidak ragu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sepertinya halnya
buruknya pelayanan yang diberikan: oleh: perawat maupun dokter dalam masa
pemeriksaan atau pengobatan yang Kita lakukan. Maka, kita bisa'menuntut praktik
dokter tersebut kepemrintah dan meminta izinnya dicabut.

Sebelum membuka praktik dokter mandiri terlebih dahulu dokter atau
yang bersangkutan atau pemilik praktik dokter mandiri tersebut harusnya meminta
perizinan kepada pemerintah terkait agar bisa memberikan  izin praktiknya.
Sehingga praktik dokter mandiri bisa di jalankan dan membantu masyarakat
setempat yang membutuhkan.pertolongan pertama

Bukan tidak mudah melakukan perizinan, ada beberapa tahapan atau cara
yang harus dilakukan pemilik dokter mandiri untuk mendapatkan perizinan
praktiknya. Dalam membuat surat izin untuk membuka praktiknya pemilik praktik
dokter mandiri harus mengurus surat-surat. yang dirasakan perlu. Disaat ini lah
sipembuat izin akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang memberikan
izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan nya pemilik praktik dokter mandiri akan
mendapat pelayanan pengurusan dalam hal baik atau buruknya, namun

pemerintah biasanya akan memberikan pelayanan yang baik. Apabila pemerintah
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memberikan pelayanan yang buruk maka itu akan menjadi cambuk untuk
pemerintah, dan yang dirasakan rugi adalah pemerintah. Dikarenakan pastinya
masyarakat akan komplain kepada pemerintah. Bukan tidak mungkin masyarakat
akan mendatangi kantor tersebut untuk mengeluarkan aspirasinya.

Dalam pelaksaan pelayanan seharusnya-memberikan. dampak yang positif
kepada sipenerima pelayanan. Hal ini akan membuat pikiran negatif masyarakat
terhadap pemerintah yang kurang baik. 'Yang i/mana biasanya masyarakat selalu
saja merasa kurangnya pelayanan yang diberikan, ada beberapa instansi yang
banyak dikeluhkan oleh masyarakat dikarena akan pelayanan yang diberikan
terlalu berbelit-belit dan mengopor kesana kemari, walaupun itu adalah
prosedurnya sebaiknya pemerintah bisa mengoptimalkannya menjadi lebih baik
lagi.

Dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah sebaiknya
memberikan pelayanan yang-baik dan tidak mempersulit masyarakat yang hendak
memerlukan jasa mereka dalam mengurus sesuatu kepentingan hal. Istilah
kepelayanan umum sering kali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk
kepentingan umum. Pelayanan itu sendiri bermakna.perbuatan atau kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk_mengurus_hal-hal yang diperlukan masyarakat.
Pelayanan itu sendiri bukanlah sasaran kegiatan melainkan suatu proses untuk
mencapai sarana tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat, dalam hal pelaksanaannya seharusnya tidak mempersulit ataupun

memperlama prosesnya. Ini lah kadang yang mebuat masyarakat malas untuk
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mengurus sesuatau hal yang berhubungan ke pemerintah. Karena dirasakan itu

membuat masyarakat menjadi lebih baik tidak mengindahkan aturan yang sudah

ada.

Kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam

aiknya tetap

n pendapatan

asli daerah, publik, karena

&

: -~

2]

pengawasa a-mata ha : 31?
) &

itu juga -‘ jadi kewajiban

pemerintah

diberikan oleh pemerintah.
Dengan banyaknya syarat-syarat atau berkas yang harus diurus oleh
pemilik praktik dokter mandiri, namun hal itu tetap harus dilakukan oleh pemilik

untuk mendapatkan surat izin dalam membuka praktik dokter mandiri disuatau
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tempat. Hal ini juga akan berdampak baik terhadap masyarakat. Karena akan juga
langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar daerah praktik dokter mandiri.

Dalam hal pelayanan tidak hanya kita dapatkan di saat mengurus perizinan
ke pemerintahan atau dinas terkait saja, namun juga ketika kita membuaka suatau
badan usaha atau.pun paraktik.dokter mandiri-maka kita juga akan memberikan
pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Sangat dirasakan
tenaga medis yang bertugas harusimengoptimalkan sebaik mungkin memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk berobat.

Dalam hal pelaksanaannya sangat harus membuat rasa nyaman dan
memberikan pelayanan yang sangat membuat masyarakat merasa senang, dan
akan kemabali lagi apabila dalam keadaan membutuhkan nantinya. Apabila
pelayanan yangdiberikan tidak baik maka masyarakat akan enggan akan kembali
lagi dan bahkan mencari tempat lainnya.

Begitu juga lah apabila kita tidak diberi pelayanan yang baik dari
pemerintah pada saat kita mengurus sesuatu hal kesana, maka masyarakat akan
enggan untuk datang lagi kesana. Akhirnya masyarakat menjadi tidak patuh pada
aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam hal pelaksanaan pelayanan yang diberikan harus seoptimal mungkin lebih
baik, dan setiap harinya harus lebih baik lagi.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin
dirasakan penting karena masyarakat saat ini sangat kritis terhadap apa yang
mereka dapatkan dan mereka rasakan. Masayarak yang sebagai konsumen tidak

hanya ingin membeli suatu produk saja. Namun, juga menginginkan mendapatkan
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kualitas pelayanan yang sangat baik. Pelayanan yang baik akan memberikan
dampak terhadap kepuasaan masyarakat terhadap jasa yang mereka terima serta
juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau dinas.

Pelayanan yang baik dan lebih optimal akan dapat mengukur tingkat
keberhasilan pemerintah. dalam_ memberikan+ pelayanan. kepada masyarakat.
Masyarakat akan dapat menilai pelayanan yang mereka dapatkan, disisnilah peran
pemerintah dalam memberikan«jasa ‘akan: dirasa masyarakat sudah baik atau
belumnya. Ataukah masih perlu perbaikan dan lebih mengoptimalkan lagi. Agar
masyarakat tidak merasa kehilangan kepuasaan pelayanannya berkurang.

Harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan menentukan suatu
kualitas pemerintah dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Masyarakat
akan menjadikan harapannya sebagai acuan untuk pemerintah dalam
melaksanakan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga dapat
mengavaluasi hasil kinerja~pemerintah apakah sudah baik-atau belum dalam
memberikan pelasanaan pelayanan.

Maysrakat sangat membutuhkan pelayanan yang sangat berkualitas.
Pelayanan yang berkualitas sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan disektor
pemerintahan. Tujuan dalam memberikanpelaksanaan pelayana yang baik adalah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta bertujuan apakah kebutuhan
masyarakat dirasakan sudah baik atau belumnya. Disinilah peran serta pemerintah
harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih diperhatikan lagi dalam memberikan

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan.
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Dalam hal perbaikan pelaskanaan pelayanan dari pemerintah adalah salah
satun aspek yang harus lebih dipperhatikan oleh pemerintah. Hal ini akan mebuat
pemerintah lebih mengoptimalkan lagi yang diarasa masih kurang dalam bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah. Serta bisa.memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pelayanan adalah aspek yang penting dalam kemajuan sebuah organisasi.
Aktivitas pelayanan tidak: hanya sekedar sebuah/kegiatan melayanai pelanggan
tetapi juga pemenuhan konsep-konsep pelayanan yang prima. Pemenuhan konsep-
konsep pelayanan prima merupakan salah satu indikator penilaian kepuasan
pelanggan terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi. Konsep pelayanan
prima berlaku-bagi seluruh elemen dalam aorganisasi, sehingga tidakhanya
pimpinan saja yang perlu menguasai konsep pelayanan prima.

Masyarakat selalu menuntut pelayanan yang baik kepada pemerintah.
Tuntutan ini yang membuat jpemerintah- harus ‘'selalu meningkatkan kinerjanya
agar terciptanya kepuasan masyarakat untuk bisa mempercayakannya kepada
pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah harus
sebaiknya lebih efektif'dan efisisen agar tidak terjadinya kemarahan dan semakin
tidak baiknya pandangan masyarkat kepada pemerintah.

Setiap jasa yang diberikan pemerintah akan diingat oleh masyarakat,
apabila jasa pelayanan yang diberikan itu buruk maka masyarakat akan protes.
Masyarakat saat ini banyak yang kritis terutama dalam hal apabila mereka merasa
banyak dirugikan terutama dalam hal lamanya waktu yang terbuang dalam

melakukan pengurusan di dinas pemerintah. Itu lah sebabnya pemerintah harus
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selalu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Hal itu lah pada saat kita mengurus perizinan kepemerintah ataupun

pengurusan lainnya kepemerintah kita akan diberikan pelayanan selama masih

Kita juga 3 dibrikan pelaya edi ada disana. Dari awal
pendaftaran, pe S 'M obat kita kan

E add

e “akan mendapatkan
rd

dalar enyikapi pelayanan

selalu dila

pelayanan.

C. Tinjau

diarahkan untuk menjalankan hidup sehat guna tercapainya kesadaran, kemauan,

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
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Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan Kkita sehari-hari.
Banyaknya virus-virus atau penyakit yang ada pada saat ini membuat kita tetap
harus menjaga kesehatan diri kita. Karena bukan tidak mungkin Kkita bisa

terjangkit penyakit. Dengan keadaan cuaca yang saat ini tidak bisa kita pastikan,

makan, S ; .[Kitaytidak al kelelahan yang

nantinya aka ‘ ite Ki § Virus-virus.
Dimanapu diri maupun
lingkungan ngkit penyakit
maka kita s g aka antin : encegah dari pada

mengobati.

QG etiap orang tidak terlepas dari
peran serta tenaga keseha ‘ U memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang kesehatan.

Seperti pada saat ini sedang terjadinya virus yang mudah menyebar
kemana saja, apabila kita tidak bisa menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal,
sangat mudah kita akan terkena dengan virus yang lagi maraknya terjadi di dunia

saat ini. Hal ini membuat pemerintah selalu memberikan sosialisasi terhadap
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kebersihan. Dengan cara menjaga jarak dan rajin cuci tangan agar virus tidak
mudah terkena ke diri kita.

Dalam kehidupan sehari-hari Kkita tidak akan terlepas dengan berbagai
macam penyakit, memang tidak semua orang mudah terserang penyakit maupun
itu penyakit yang ringan ataupun penyakit.yang sudah. sangat berat. Serta
memerlukan tindakan medis yang ringan maupun tindakan medis yang sangat
serius. Dalam hal ini setiap daerahwajib memiliki satu rumah sakit besar atau pun
beberapa klinik dokter untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien.

Semakin banyaknya penduduk yang selalu berdatangan ke daerah-daerah
tersebut maka semakin sangat perlu dirasanya bertambah pelayanan kesehatan
seperti klinik atau pun rumah sakit. Seperti halnya di"kabupaten Rokan Hilir
bukannya penduduk semakin berkurang namun pasti akan.bertambah setiap
tahunnya dikarenakan kehidupan yang semakin sulit membuat masyarakat harus
bisa beradpatasi dan mencari-usaha lainnya didaerah-daerah lainnya.

Segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter tidak akan
lepas dari peraturan yang mengikatnya, seperti adanya kode etik serta hal lainnya.
Masih banyaknya tenaga medis yaitu dokter yang tidak mengikuti peraturan yang
ada, masih banyaknya tenaga medis yang.memeberikan pelayanan diluar dari

wilayah kewenangannya dalam menangani pasien.

Dokter dalam hal ini tenaga medis, dipercaya dapat menyembuhkan orang
yang sakit, serta meningkatnya akan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dengan
meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan pada setiap daerah, membuat

banyak dokter yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik
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membuka praktik dokter mandiri terlepas dari praktiknya dirumah sakit. Pasien
yang datang kepraktik dokter mandiri juga bertjuan dikarenakan lebih terjangkau

dan penanganan yang lebih cepat dari pada harus kerumah sakit besar dalam

upayan penyembuhan penyakit yang dialaminya. Padahal masyarakat tahu bahwa

Daerah Rokan Hilir terutama Kecamatan Kubu Babussalam mulai
berkembang dan sudah banyak di datangi oleh para perantau dari daerah luar,
yang sekedar untuk menetap, dan bersekolah ataupun membuka suatu usaha.
Setiap tahunnya sebaiknya pemerintah lebih memeperhatikan praktik-praktik

dokter mandiri ini agar lebih bagus lagi kedepannya. Apakan dari segi peralatan
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yang sudah memadai atau belum juga obat-obatan yang dirasa cukup atau kurang.
Dengan meningkatnya taraf kehidupan dan aktifitas yang selalu kita lakukan juga
harus meningkatnya infrastruktur dalam bidang kesehatan disetiap daerahnya.
Agar masyarakat lebih nyaman dan aman.

Masyarakat tidak perlu.khawatir lagi atau takut lagi. apabila terjadi sakit
parah terhadap keluarga mereka, dikarenakan sudah adanya pelayanan kesehatan
yang ada didaerah mereka. Apabila ada: yang .ingin membuka praktik dokter
mandiri didaerah-daerah terpencil ataupun jauh dari kota-kota besar itu sangat
bagus dan memberikan efek yang sangat positif terhadap masyarakat yang ada
disana.

Memang sebiaknya perhatian pemerintah terhadap hal ini harus selalu
dilakukan. Bahkan juga mensosialisakan kepada dokter-dokter muda untuk
membuka praktik dokter mauapun klinik-klinik kesehatan. Memang sudah adanya
puskesmas disetaiap daerah-, Namun, itu dirasa belum cukup untuk meberikan
pelayanan kepada masyarakat yang setiap tahunya selalu bertambah jumlahnya.

Kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di
segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan
masyarakat terhadap penyediaan fasilitas didaerah-daerah tertentu serta kebutuhan
lainnya. Terkadang kurangnya rumah sakit yang disediakan pemerintah didaerah-
daerah perdesaan membuat mereka harus pergi kekota untuk mendapatkan
fasilitas kesehatan yang lebih memadai ataupun yang lebih baik lagi.

Kadang fasilitas yang ada didaerah dirasa masih kurang, juga terkadang

masih kurangnya ketersedian obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah.
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Dengan dibukanya praktik dokter mandiri itu sangat membantu rumah sakit
ataupun puskesmas yang dirasa tidak bisa seutuhnya memberikan pelayanan yang
baik dikarenakan ramainya pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan.

Sebagai pemerinte dah ebaiknya kung adanya praktik

mempunyai sa 3 asara : q adal. Dokter harus

bertindak cepa abila | - me | rtama.  Dalam
keadaan ap < idak | enolak membe ertolongan pertama

kepada pasien ya - : pi dengan alat-alat

membantu dokter dala '||| shatan. Salah satu faslitas

h.
L L

kesehatan yaitu Klinik. Dimana dang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan” tidak mengatur dan mendefinisikan tentang klinik. Namun, dalam
“Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2014 Tentang Klinik”. Klinik adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan Yyang menyediakan pelayanan pelayanan medis dasar dan/atau
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spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan di

pimpin oleh seoarang tenaga medis.

Praktik perorangan/mandiri adalah praktik swasta yang dilakukan oleh

dokter, baik umum ma

S ety

pun spesialis. Dokter mempunyai tempat praktik yang

diurusnya sendi nya dokter dibantu

oleh te -4'? h perawat,
ada juga ; '?‘a?n'r%&ﬂlﬁu% ehingga dokter
tersebut ’ e ehatan yang

diberikann

yang menangani pasien harus berse

Tenaga medis yang tidak memeliki izin untuk memberikan pelayanan
keshatan sudah seharusnya ditindak lanjuti dan diperiksa apakan tenaga medis
tersebut dirasakan dapat merugikan pihak-pihak yang akan berhadapan dengan

mereka. Karena banyak hal terjadi yang dirasa merugikan masyarakat. Juga akan
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berdampak buruknya kepada tenagan medis yang lainnya dikarenakan hanya salah
seorang yang merusaknya.

Memang tidak hanya tempat praktik atau klinik saja yang harus memiliki

izin. Namun, tenaga medis yang bertugas juga harus memiliki sertifikasi bahwa

di dinas

didaptkan sae yaraka "" Kan '1;' 1 Kker K dokter mandiri
ataupun ru

tahu dalam

kesehatanya, yang mana masyarakat harus jauh-jauh dulu untuk mendpatkan
pengobatan.
Puskesmas yang disediakan pemerintah dirasa masih kurang untuk dapat

menampung setiap pasien yang datang. Sehingga dirasa terbantunya dengan

adanya dibuka praktik-praktik dokter mandiri didaerah-daerah tersebut.
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Masyarakat tidak akan perlu hawatir lagi apabila mendadak sakit. Karena sudah
ada pelayanan kesehatan yang dirasakan akan selalu memebantu mereka. Praktik

dokter mandiri tersebut harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada

pasien yang datang.

Praktik me ' : is 3 an obat-obatan dan

Rig o
bisa Selalu per ahraui apabila

-’. M ya izin dalam

itu dapat merugikan masyarakat. Masyarakat akan menjadi takut untuk berobat
kepraktik-praktik dokter atau pun klinik-klinik  dokter, sehingga membuat
masyarakat mearasa lebih baik datanag kerumah sakit besar untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan.
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Dokter-dokter yang bertugas dipraktik dokter mandiri memang tidak selalu
ada di praktiknya, hanya saja jam-jam tertentu mereka ada disana. Itu dikarenakan

mereka juga menjalankan tugasnya dirumah-rumah sakit besar pemerintah

maupun swasta. Hal ini yang harus diperhatikan praktik dokter mandiri agar lebih

jam-jamnyz
masyarakat tida erasa har bid an apabila Kita ingin

membuat s

praktik dokter mandiri bukan hanya membuka saja tanpa memperhatikan hal-hal
yang sangat penting. upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan

atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga. Kewenangan untuk
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melaksanakan upaya kesehatan itulah yang memerlukan peraturan hukum sebagai

dasar pembenaran hukum wewenang kesehatan tersebut.

Pentingnya peraturan yang mengatur tentang kesehatan supaya kita tidak

perlu takut lagi. Banyak yang terjadi pada saat ini_praktik-praktik dokter yang

maupun rumah sakit dan praktik-praktik dokter mandiri sangat dibutuhkan, juga
adanya sosialisasi kesehatan agar terhindar dari virus yang ada saat ini. Bukan
mudah dalam menjalankan tugas manjadi tenaga medis yang harus menjadi

pahlawan saat masa pandemi sekarang ini.
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BAB Il

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat lzin Praktik Dokter

untuk me
dampat pe
ingin men
dalam kead

saja hamun

Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya lainya agar masyarakat tetap

mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Di Era pemerintahan Bapak
JOKOWI, beliau membuat hal baru agar masyarakat tetap bisa mendapatkan

pelayanan kesehatan yang baik. Dengan adanya Kartu Indonesia Sehat buat rakyat
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yang tidak mampu, sekarang masyarakat mearasa aman apabila ada keluarga

mereka yang sakit, dan pasti akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional

painya derajat
subsistem ini
adalah per ; 3 ayagunaan tenaga

kesehatan.

kenapa sudah banyaknya berdiri akit maupun parktik dokter mandiri

ataupun klinik-klinik kesehatan yang akan memeberikan pelayanan kesehatan.

Dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang lzin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran, dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Praktik Kedokteran adalah
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rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi Terhadap pasien
dalam melaksanakan upaya kesehatan.” Dimana praktik kedokteran ini harus
memiliki izin atau surat izin praktik yang dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat (4)

bahwa : Surat izin praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang

Praktik d al 1 ayat (5)

tempat tinggal mereka agar virus da akit tidak mudah untuk masuk kedalam
tubuh mereka. Dengan selalu menjaga makanan dan istirahat yang cukup maka
masyarakat sudah sedikit menghindari penyakit yang ada. Juga selalu hati-hati

dimana pun berada. Manjaga diri dari masyarakat yang sakit agar tidak tertular

penyakitnya.
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Dengan banyaknya penyakit atau virus-virus yang baru saja masyarakat
dengar akan mebuat masayarakat takut tertular. Terkadang rumah sakit maupun
pelanan kesehatan yang disediakan pemerintah dirasa masih kurang cukup untuk

bisa melayani banyaknya masyarakat yang datang. Di kota-kota besar sudah

indonesia ini.

Hal ini membuat masyarakat tidak susah lagi untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan. Namun tenaga kesehatan yang membuka praktik dokter
mandiri ataupun sejenisnya yang lain hanya sekedar membuka saja, tapi juga

harus meminta perizinan terlebih dahulu kepada pemerintah atau dinas kesehatan.
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Ini akan menjadi jaminan untuk masyarakat apabila mereka datang atau

membutuhkan pelayanan kesehatan .

Salah satu izin praktik tenaga kesehatan yang menjadi kewenangan dari

pemerintah daerah adale

enting dala ‘Iib".« eha intuk penanganan atau pelayanan
e NSRUITE LR

izin praktik dokter mandiri yang mempunyai arti sangat

umum.

mampu

a\t‘@;’

manajem

kelapangan.

5. Dinas kesehatan memutasi lagi ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu.

6. DPMPTSP memproses hasil rekomendasi Dinas Kesehatan.
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

7. Setelah SK selesai, Pemohon dapat mengambil SIP di loket dengan

menyerahkan STR.

PROSEDUR:

Surat permohonan beserta lampiran disampaikan kepada kepala seksi

sarpraskes dan perijinan dalam rangkap satu. Kemudian diverifikasi, di registrasi,
bila sudah lengkap dan benar dilakukan penjadwalan kunjungan terhadap fasilitas
praktik. Bila telah memenuhi syarat diterbitkan Surat Izin Praktik Dokter.

Persyaratan berkasnya yaitu:
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1. Foto copy KTP
2. Pas Foto ukuran 4x6 2 lembar
3. Foto copy ijazah

4. Foto copy STR dokter atau dokter gigi yang masih berlaku dan

peraturan yang berlaku atau belum. Atau apakah hanya sekedar mencari uang saja
tanpa memikirkan kesembuhan pasiennya. Ini lah dirasa perlu adanya perizinan
setiap praktik-praktik dokter yang ada. Dalam rangka pembangunan sektor

kesehatan yang demikian kompleks dan luas, sangat dirasakan, bahwa peraturan
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perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih
disempurnakan dan dtingkatkan.
Menurut Ateng Syafrudin mengatakan, izin bertujuan dan berarti

menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi di perbolehkan (HR,

2007). Asep agai suatu instrumen

ana hukum

., 2010).

Juniarso ridwan menguti ( e an menjadi 4
empat ma

; hal dilarang

memerlukan

tugas pemerintah, un oleh Pemerintah diberikan hak
penyelenggaraanya kepada pemegang izin yang bukan pejabat
pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual, atau bentuk

kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan

hak dan kewajiban serta syrat-syarat tertentu.
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Izin yang dimaksudkan untuk terciptanya kegiatan yang positif terhadap
aktivitas pembangunan. Suatu izin yang di keluarkan pemerintah dimaksudkan

untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga yang menjadi

tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukkannya.

Na

pelayanan

standar pelé

\a\x\\%\"“ﬁ‘ '

<

“Peraturan

“Pasall ayat (8) Pelayanan kedoktern adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang
dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif dan

rehabilitatif.”
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Didaerah kecamatan kubu Babussalam sangat bagus sekali diadakannya
Praktik dokter mandiri. Karena ini sangat jauh dari kota besar yang banyak
fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang sangat memadai dalam hal alat-alat

medisnya. Namun sebelum membuka pihak terkait harus melakukan pelaksannan

dokter mandiri
tidak dipers erikan pelayanan yang ba 2 lebih efektif dan
efisien. Agar lebih ir G atnya dokter mandiri

tersebut. Sehingga epat nya : a sehatan kepada

dan didatangi oleh masyarakat apabila dalam keadaan darurat. Selain itu juga
berkas-berkas untuk membuat perizinan harus dirasakan lengkap terlebih dahulu
aagar tidak terjadinya pengulangan ataupun berulang-ulang kali datng kedinas

kesehatan untuk mebuat perizinan.
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Supaya lebih efisien waktunya dan mudah dalam pengurusannya. Pemilik
praktik dokter mandiri dirasa harus paham fase-fase pendaftran dan berkas-berkas
yang diperlukan. Serta harus mencukupi alat-alat medis yang lebih baik lagi, agar

terciptanya kenyamanan dan kepuasan terhadap pasien yang datang. Jangan

masih

SRS ML)

w
-

QY
.‘

5. Ruang tunggu

6. KM/WC v v

Pemerintah atau dinas kesehatan yang memebrikan izin apabila dalam

pengurusan perizinan pemilik rumah sakit masih kurang memiliki standar alat-alat
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medisnya, maka sebaiknya mengarahkan untuk harus mencukupi dan lebih
memperhatikan lagi alat-alat yang dipakai agar masyarakat tidak merasa kurang

mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam setiap pengurusan perizinan untuk hal apapun itu akan mempunyai

mendapatka
pengurusan terse 3 . kurang baiknya, namun
pemerintah ¢
biasanya peng

yang lumayan.

datang membuat izin praktik dokter mandiri tersebut, pemilik praktik dokter
mandiri sebaiknya telah menyiapkan berkas-berkas atau syarat-syarat yang
diminta oleh pemerintah atau dinas kesehatan dalam pembuatan surat izin

tersebut. Agar tidak memakan waktu yang sangat lama. Pemilik praktik dokter

52



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

mandiri hanya tiggal mengikuti prosesnya saja sesuai standar pembuatan

perizinan.

“Hasil wawancara dengan DPMPTSP :” dalam hal proses dan biayanya

adalah tertera dalam prosedur pelayanan yaitu 14 hari,jam kerja dan tidak adanya

selanjutnyz

Jan
lengkap da

akan disuru

kita tahu apabila berkas yang kita bawa tidak lengkap, pemerintah kan

menolaknya dan diminta untuk melengakapi berkas tersebut, kita tidak bisa juga
menyalahkan-pemerintah, terkadang kita yang malas untuk mengantri dan
mengurus berkas-berkas lainnya yang diminta oleh pemerintah terkait, sehingga

kadang kita yang melalaikan hal tersebut.
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Oleh karena itu, sebelum melakukan pembuatan perizizan terlebih dahulu
sebaiknya kita menyiapkan berkasnya selengkap mungkin agar kita tidak perlu
berulang-ulang datang kesana yang akan memakan waktu lama, dan hanya buang-

buang waktu saja. Yang mana sesampainya disana pun kita juga tidak akan di

elakukan permohonan

et %

‘Iap‘wsaf “ akan diminta

untuk mel : o a hal i ad mendapatkan

”»

pelayanan

dan berkas : membuat Kita

menjadi malas

memberikan pela anc ‘ g

mengurus perizinan makanya peme enolak atau menyuruh pulang.

“ Hasil wawancara dengan salah satu Praktik dokter : “ Praktik dokter Sri
Hazizah, dalam melakukan pembuatan perizinan praktik dokter yang saya buat
dalam hal pelaksanaannya telah sesuai standar yang telah ditetapkan. Waktu yang

telah sesuai dengan pelayanan jam kerja dinas. Memang banyaknya proses yang
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harus saya lalui karena ada beberapa persyaratan yang harus saya buat dan

persiapkan terlebih dahulu.”

“Praktik dokter Sri wahyuni. Dalam pelaksanaan pelayanan menurut saya telah

sesuai standar yang telah ditentukan dan persyaratan yang telah sesuai dengan

al pelaksanaan

sesuai standar

dirujukkan pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif, fungsi
distibutif, dan fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak
mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi. Tetapi

perizinan yang terlalu longar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial

55



yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan,

inflasi dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan
keseimbangan antara kepentingan pemerintah atau_pemerintah daerah dan
kepentingan koperasi Serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan
ekonomi. lIzin merupakan keputusan administrasi yang lazim disebut keputusan
tata usaha negara. Dengan:int-perlu adanya pengawasan terhadap suatu perizinan

yang telah dibuat oleh masyarakat.

Sebagai langkah awal perizinan adalah tindakan administrasi kita kepada
pemerintah dalam membuka praktik dokter mandiri didaerah kecamatan kubu
Babussalam. Dengan adanya hal ini akan mudah untuk menindak lanjuti apabila
praktik dokter mandiri ini tidak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan yang telah ditentukan. Bukan hanya sekedar membuka tapi tidak
melakukan administrasi terlebih dahulu.“Setiap yang kita lakukan harus diawali
dengan administrasi terlebih dahulu. Seperti halnya kita berobat ke praktik dokter
mandiri kita akan diminta mengurus administrasinya terlebih dahulu. Barulah

nantinya kita akan diperiksa oleh dokter yang bertugas saat itu juga.

Indikator Kompetensi Petugas Pemberi Layanan berkaitan dengan
pengetahuan dan keramahan petugas dalam memberi layanan serta kemampuan
mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna
layanan. Aspek ini salah satu yang paling diharapkan masyarakat. Petugas yang

ramah akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi pengguna layanan untuk
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memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang disajikan. Kompetensi
petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar

pelayanan yang diberikan bermutu.

QQ‘

menunjang keberhasilan pe

ini meliputi sarana fisik gedung, peralatan dan perlengkapan penunjang layanan,

serta penataan ruang pelayanan.
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B. Kendala Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Di

Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.

Pelayanan menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi

yang berorientasi profitsmaupun organisasi publik, karena pelayanan merupakan

diperlukan : an e aik ialah aga yanan yang efektif,

efisien, dan

Fungsi utama pemerintaf gah masyarakat adalah membantu
masyarakat dalam hal pelayanan publik. Dalam hal urusan dipemerintahan
pelaksanaan pelayanan jasa yang diberikan sangat diharapkan diberikan yang
berkualitas. Mengingat bahwa masyarakat pada saat ini sudah sangat kritis dan

sangat mengandalkan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari.
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Apabila pelayanan yang diberikan sangat berkualitas akan mendatngkan
kepuasan masyarakat. Masyarakat tidak akan menuntut banyak hal. Namun,
apabila terjadi sebaliknya pemerintah tidak bia memberikan pelayanan publik

yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh masyarakat dengan lebih efektif

prima kepa
publik kepada
global. Kualitas jasa ‘yang di saka at sebagai pelangan

dimaksudka 2 o al i an berkaitan sebagai

secukup-cukupnya meliputi:
a. Prosedur pelayanan
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan.

b. Waktu penyelesaian
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nery we[sy sej

Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan
sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan

termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan.

sesuai dengan ang t ga-pelayanan yang
telah dibayar oleh masyarakat, mereka ¢ at erupa apa saja.

Produk pela

yang memadai

dibutuhkan.

Masyarakat dapat menilai sendiri kinerja pemerintah, hal ini akan
berdampak buruk terhadap pemerintah. Semakin kurangnya masyarakat yang
datang melakukan pengurusan kepemerintah maka itu akan menjadi buruk buat

pegawai yang bertugas. Terutama dalam pengurusan perizinan terkadang
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terjadinya diskriminasi membuat masyarakat menjadi kesal kepada pemerintah

dan semakin membuat masyarakat tidak percaya.

Kesiapan petugas dalam hal memberikan pelayanan akan berdampak pada
faktor-faktor yang akan.manjadi penghalang atau cepatnya suatu urusan, apabila
petugas tidak banyak memahami persyaratan atau prosedur maka akan berdampak
kelalaian dalam memberikan pelayanan yang prima, ini lah sangat diperlukan
kesiapan dan kepahaman petugas mengetahui’'semuaprosedur dan-persyaratannya.

Sangat disarankan petugas harus selalu mendapatkan arahan dan pelatihan
terhadap kompetensi bidangnya masing-masing. Agar, bisa mengetahui semua
tahapan-tahapan. Selain kesiapan petugas dalam memberikan pelayana maka juga
diharapkan prasarana yang mendukung agar terciptanya waktu yang sangat
relevan dan tidak membuang-buang waktu dalam pengurusan.

Pemenuhan sarana dan prasarana berhubungan langsung dengan penilaian
pertama dari masyarakat. ‘Masyarakat, yang:-datang ke kantor akan langsung
dihadapkan dengan penilaian fasilitas yang ada dan kebersihan kantor, sehingga
kenyamanan masyarakat akan langsung terasa. Ketersediaan sarana dan prasarana
pelayanan berpengaruh: terhadap perwujudan mutu pelayanan sehingga semua
baik fasilitas pelayanan maka akan mendukung penyelenggaraan pelayanan yang
maksimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Memang setiap dalam hendak membuka praktik dokter mandiri pemilik
terlebih dahulu harus meminta izin kepemerintah. Hal ini agar praktik dokter
mandiri nantinya akan dapat diawasi oleh pemerintah. Juga terdaftarnya

dipemerintah akan membuat masyarakat menjadi lebih aman. Tidak perlu ragu
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lagi harus datang jauh-jauh kerumah sakit besar. Seperti didaerah kecamatan kubu
Babussalam yang jauh dari kota besar, maka ini akan sangat membantu. Namun
bukan tidak mungkin praktik dokter mandiri tetap juga harus diawasi oleh

pemerintah selama praktik dokter mandiri terus dibuka untuk memberikan

006: 3), “Pada
ekstrim dapat
dikatakan b

Me

Kita berhara
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sebaliknya.

untuk membu

kewajiban kita untuk mengurus perizinan tersebut, begitu juga dalam hal
pelaksaan pelayanan dipraktik dokter mandiri terkadang juga terjadi beberapa
kendala yang mana masyarakat merasa pelayanan yang diberikan dokter masih

kurang ramah, serta antrian yang membuat menunggu lama mungkin kendala-
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kendala kecil seperti ini bisa membuat rusaknya citra praktik dokter mandiri.
Membuat masayrakat merasa malas untuk datang kembali.

“Hasil wawancara dengan DPMPTSP: “ dalam hal memberikan pelayanan
kepada setiap yang datang membuat perizinan akan selalu kami berikan pelayanan
seoptimal mungkin yang terbaik. Apa saja yang dibutuhkan dalam hal
pelaksanaan pelayanan akan kami bantu kekurangan dari berkas maupun
prosedur-prosedur yang tidak-bisa |dipahami  masyarakat yang hendak
membuatnya. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang prima dan
berkualitas agar tidak terjadinya di kemudian hari protes. yang dilakukan
masyarakat banyak. Semua pelayanan telah kami lakukan sesuai standar
pelayanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
mengatur dalam hal ini. Memang setiap hal tidak mungkin akan selalu sempurna
dikarenakan pasti kami juga ada kekurangan dalam memberikan pelayanan.
Seoptimal pun-kami berikan pelayanan tapi pasti saja ada kekurangan yang
dirasakan oleh masyarakat yang datang. Tapi kami selelu berupaya untuk
melakukan hal yang semakin baik lagi kedepannya agar masyakat tidak merasa
kecewa dengan apa yang mereka daptkan.serta sesuai dengan harapan mereka.
Untuk waktu pelayanan “telah.ditetapkan. dalam peraturan apabila terjadi
keterlambatan itu akan kami lihat terlebih dahulu dimana kah leatak kesalahannya
dan akan kami perbaiki sebaik mungkin. Namun, dalamm hal ini peran serta
masyarakat yang untuk mematuhi peraturan juga sangat kami harapkan karena
mengingat tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik apabila hanya sebelah

pihak aja yang berusaha. Jadi harapan kami setiap masyarakat yang datang harus
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bisa menaati dan mengikuti arahan darai pegawai dan peraturan yang telah
ditetapkan.”
Hal ini tenaga medis maupun dokter sebaiknya harus selalu memberikan

inovasi-inovasi terbaru agar masyarakat tidak mearasa dirugikan. Begitu juga

membuat s J : Kine aratur pegawainya
menjadi | agi. ie ,. pelay a dipemerintahan.

Dengan ads awaan - mem 3 elayanan diurusan

mengoptimalkan waktunya sedemikain singkat agar kami yang mengurus
perizinan tidak termakan waktu lama, sedangkan praktik dokter harus secepatnya
berjalan. Karena kita ketahui pada masa saat ini praktik-praktik dokter sangat
dicari masyarakat yang dikarenakan biayannya lebih murah dari rumah sakit,

apalagi di daerah yang jauh dari ibu kota provinsi membuat kami para dokter
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harus bisa membuka praktik agar bisa memberikan pelyanan kepada masyarakat
yang ada didaerah.”

“Pemilik Praktik Dokter, Praktik dokter Sri wahyuni: hambatannya

menurut saya mungkin lebih kefisiensi waktu, menunggun proses berkas dan

ya hanya saja

&

harus lengkap

AL L €Y

kan hambatan pada
ditetapkan oleh
peraturan t emang sedikit

terlalu lama

A nae

standar yang telah ditetapkan peraturan.

Waktu penyelesaian pelayanan merupakan jangka waktu penyelesaian
mulai dari pendaftaran yaitu saat pemohon melengkapi berkas persyaratan sampai
dengan selesainya proses pelayanan yaitu saat izin diterbitkan. Hal ini tidak bisa

dipastikan apakah bisa selesai tepat waktu atau malah membutuhkan waktu lama.
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Keterlambatan yang terjadi terkadang karena banyak nya persyaratan yang harus
diurus dan selalu mengantri, sehingga ini membuat waktu peneyelesaian yang
membutuhkan waktu lama. Dalam hal memberikan perizinan pihak pemerintah
telah berupaya semaksimal mungkin agar bisa diselesaikan cepat waktu.
Semuanya tidak akan bisa sama.tergantung perizinan yang kita urus.

Terkadang terdengarnya diskriminatif yang dilakukan petugas juga
membuat suatu perizinan manjadit terkenclala., Disini lah ironinya yang terjadi
dalam tubuh birokrasi perizinan di era otonomi daerah. Akibat pelayanan yang
diskriminatif, akhirnya pemilik praktik dokter mandiri yang mengurus izin dijalur
formal tanpa melalui oknum birokrasi dirugikan. Karena waktu penyelesaian izin
praktiknya jauh lebih lama dari pada yang melalui oknum birokrasi. Melihat
buruknya pelayanan birokrasi ini, idealnya masyarakat pemilik praktik dokter
mandiri bisa mengajukan keluhan atas ketidakpuasan pelayanan perizinan yang
diberikan pemda. Akan tetapi, sering kali keluhan para pemilik praktik dokter
mandiri ini hanya bersemayam di hati tanpa bisa disalurkan karena tidak banyak
daerah yang menyediakan institusi yang kredibel untuk menampung dan

menindak lanjuti berbagai keluhan dunia perizinan.

Sebaiknya hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, apakah
petugasnya sudah baik dalam menjalankan tugas, dan apakah masyarakat yang
melakukan perizinan sudah mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlku di negara kita ini. Jangan sampai hal ini memicu
terjadinya hal yang buruk akan terjadi pada pemilik usaha maupun praktik dokter

yang hendak membuka praktik atau kliniknya. Padahal sesuatu yang dilakukan
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para pemilik praktik ini sangat bermanfaat kepada masyarakat kita. Teruatama

dibidang kesehatan.

Tapi tetap pelaksanaan pelayanan di urusan perizinan harus selalu
ditingkatkan lebih baik.lagi. Agar terciptanya rasa kepuasan di masyarakat yang
datang untuk_mengurus. perizinan tersebut. Kepuasaan masyarakat tadi lah akan
menjadi tolak ukur untuk pemerintah menjadi lebih baik kedepannya dan dirasa
tidak adanya Kritikan dari,masyarakat lagi kepada pemerintah.

Menurut (Sinambela, 2006) menyatakan bahwa masyarakat selalu
menuntut adanya pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas dari pemerintah,
walaupun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, karena
secara empiris. di masyarakat pelayanan perizinan masih terkesan lambat, berbelit-
belit, mahal dan melelahkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat yang
masih diposisikan sebagai yang melayani buakan yang dilayani.

Masyarakat masih ‘merasakan, bahwa-proses pelayanan perizinan yang
dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan masih terkesan kurang baik di mata
masyarakat, seperti proses yang berbelit-belit, tidak adanya transparansi dan juga
melelahkan. Masyarakat yang mengajukan permohonan izin sering bolak-balik
dari satu kantor kekantor lainnya hanya untuk mengurus 1 jenis pelayanan
perizinan, sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus izin mereka, maka
pelayanan perizinan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di cap buruk oleh
masyarakat. Bagi kalangan usaha permasalahan izin seperti ini tentu saja sangat
menghambat, sehingga kepercayaan dari masyarkat dan kalangan usaha terhadap

pemerintah akan menurun.
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Pelayanan yang diberikan pemerintah bukan lah untuk mencari
keuntungan, melainkan sebagai pengabdian pemerintah kepada negara dalam hal
membantu masyarakat dalam hal urusan kepemerintahan. Terutama dalam
perizinan yang dianggap sebagai langkah awal setiap orang untuk membuka usaha
maupun tempat praktik dokter-mandiri dan lain=lainnya. Ini.sebagai langkah awal
dalam _pengadministrasian di pemerintahan. Pelayanan diberikan untuk
kepentingan banyak orang. Subjek dari pelaksanaan pelayanan yang dimaksud
adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan, pemerintah  sebagai yang
melaksanakan pelayananan atau pemberi pelayanan.

Pelayanan desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperbaiki
pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan itu akan terus membaik
apabila dijalankan secara terbuka, akuntabel ~dan transparan. Dalam
penyelenggaran pelayanan peran pemerintah sangat penting agar berlangsungnya
pelayanan yang efisien dan-dapat dipertanggungjawabkan. Usaha yang sedang
dilakukan dalam memperbaiki pelayanan publik harus melihat internal fungsi
pelayanan, sehinga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan tidak melepaskan

tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang kendali.

Pertanggungjawaban publik dan pelayanan publik dari apartur birokrasi
sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh faktor intern, seperti prilaku
kepemimpinan birokrasi, rangsangan yang memadai, kejelasan dan tugas prosedur
kerja, kejelasan peran dan perlengakapan sarana dan prasarana kerja. Akan tetapi

juga dari faktor ektern, yang antara lain berupa norma sosial dan sistem budaya
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seperti persepsi, sikap, nilai-nilai organisasi, dan sentimen masyarakat terhadap

Kinerja aparat birokrasi.

Dalam hal pengurusan praktik dokter mandiri selain wajib adanya surat

izin untuk pengesahan_praktik dokter mandiri tersebut. Dokter maupun perawat

sangat me
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harus pergi
untuk menja

“Dala
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E. &

Mandiri dala

1.
2. : '@ ayanan medis yang
3 da masyarakat, dokter, dan dokter

gigi.” (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokter, 2004)

Dengan hal ini bahwa sangat pentingnya perizinan dokter mandiri

diberikan dan adanya sertifikasi dari dokter maupun perawat yang bekerja di

praktik dokter mandiri. Apabila tenaga medis yang memeriksa pasien kurang
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memahami tugas dan fungsi kinerjanya maka akan sangat merugikan pasien,
tenaga medis harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.
Pelayanan tidak hanya didapat saat pengurusan perizinan surat izin praktik dokter
mandiri saja, tapi juga pada saat memeriksa pasien dan memberikan pengobatan
yang layak untuk pasien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, menyebutkan bahwaT peémbangunan kesehatan ditujukan untuk
mengingkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah
satu unsur kesejahteraan umum sebagimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus
diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh
masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas
dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik® kedokteran yang
merupakan inti dari berbagail kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang
tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui
pendidikan dan pelatihan™berkelanjutan,. sertifikasi, registrasi, lisensi, serta
pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter,
dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik

kedokteran.
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Hal ini lah membuat pentingnya seperti sertifikasi, lisensi dan perizinan
dalam pembangunan praktik dokter mandiri. Begitu juga dengan pembangunan
rumah sakit yang wajib memiliki juga surat izinnya. Tidak hanya asal-asalan saja
dalam pembuatan untuk hal ini. Dunia medis atau kesehatan sangat diperlukan
saat ini, begitu banyak bermunculan dokter-dokter atau tenaga medis muda pada
saat ini untuk mencukupi kebutuhan dunia medis Kita saat ini.

Pelayanan yang diberikan pada saat' pengurusan perizinan memang harus
bermutu dengan sebaik mungkin, agar pemeilik praktik dokter mandiri menyadari
pentingnya perizinan dalam hal ini. Tidak hanya dalam hal pembuatan perizinana
saja diperlukan, namun dalam hal memberikan pelayanan kepada pasien juga
harus yang bermutu agar terciptanya hubungan yang baik antara tenaga medis dan
pasien.

Pemerintah juga harus selalu menindak lanjuti praktik-praktik yang sudah
melakukan perizina. Apakah. perizinannya masih sberlaku atau sudah tidak layak
lagi. Terkadang karena faktor yang susah dalam pengurusan membuat banyak
pemilik praktik dokter mandiri enggan melakukan periznan. Tapi tidak semuanya
berlaku seperti itu banyak juga yang melakukan perizinan dan apabila habis masa
izinnya akan lagsung melakukan perpanjangan izinnya. Hal ini memebuat
pemerintah harus lebih jeli lagi melihat tempat-tempat praktik dokter mandiri
yang ada pada saat ini.

Semakin banyaknya bermunculan prakti-praktik dokter mandiri
pemerintah juga harus selalu melihat kondisinyadilaoangan apakah sudah sesuai

standar pemerintah atau ketentuan yang berlaku atau belumnya. Serta, melakuka
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sosialisasi kepada setiap tempat praktik agar selalu memebrikan pelayanan yang
bisa membuat pasien nyaman dan memberikan obat-obatan yang sesuai standar.
Bukan obat-obatan yang usdah tidak layak lagi.

Tentunya pemerintah sangat mengharapkan tenaga medis memberikan

un, tidak

niat tugas yang ak d : menjalankan tugas
nya.begitu juga saat pembua o ~ nberikan pelayanan

yang baik.

QQ . dan Surat Izin Praktik)
yang diatur dengan peratura . ab ak adanya sertifikasi atau lisensi
tenaga medis sebaiknya pemerintah Secepatnya mencabut izin praktiknya dan
tidak boleh lagi melakukan praktik kesehatan. Dengan adanya surat-surat
pendukung itu akan membuat masyarakat tidak takut lagi dengan adanya mal

praktik yang sering terjadi pada saat ini. Yang mana sering meresahkan

masyarakat banyak.
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Tidak hanya berpatokan pada perizinan praktiknya saja tapi juga sertifikasi
tenaga medis juga patut diperhatikan, apakah sudah patut atau belumnya dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memang banyak terjadinya
kendala dilapangan dimana tidak semua dokter dapat mmeberikan pelayanan yang
baik. Dengan adanya program-pemerintah saat.ini seperti BRPJS terkadang banyak
rumah sakit yang menolak dengan alasan berbagai macam hal. Tidak hanya itu
dengan tidak semua praktik dokieryang bekerja sama dengan pemerintah dalan
hal program ini, membuat masyarakat terkadang engan untuk memeriksakan
kesehatannya, karena takut nanti biaya yang mahal diberikan rumah sakit atau
praktik dokter mandiri dalam pelayanan kesehatan. Ini lah membuat pentingnya
penyuluhan kepada tenaga medis dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan
agar terdapat kesadaran diri untuk pentingnya menjaga kesehatan.

Hal itu harus selalu dilakukan pemerintah agar selalu terciptanya
kesadaran masyarakat untuk-tetap selalu menjaga kesehatan tubuh, tidak hanya itu
selain kesehatan lingkungan  sekitar  juga  harus  diperhatikan
kondisinya.pemerintah harus selalu memebrikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang kesehatan. Dan bisa membedakan praktik-praktik nakal yang dapat
merugikan masyarakat.

Masyarakat jangan hanya terlena dengan pengobatan murah dan tidak
memiliki standar pelayanan yang tidak memadai. Yang nantinya akan dapat
merugikan masyarakat itu sendiri dikemudian hari. Masyarakat harus bisa melihat
praktik-praktik yang layak dan memberikan jaminan kesehatan. Bukan praktik

yang melakukan mall praktik, memang tidak hanya dipraktik-praktik dokter saja
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bisa terjadi tapi di rumah sakit besar pun juga sering terjadi, disini lah peran
pemerintah harus selalu melihat atau menyidak kelapangan agar tidak lagi terjadi

hal yang serupa.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dijelaskan diatas. Maka

umum. Tanpa
a takut apakah

ikan pelayanan

ini dituturkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dokter
yang melakukan pengurusan Penerbitan izin praktik yang mengeluhkan
tentang lamanya proses penerbitan bahkan Ketika mengurus syarat-

syarat pendukungnya saja.
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B. Saran

1. Dalam proses tahapan pembuatan perizinan waktu harus bisa
diperhatikan mungkin 14 hari kerja terlalu lama untuk menunggu, tapi

apabila bisa. lebih disingkatkan sebaiknya pemerintah berusaha
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Untuk masalah waktu pengurusan harus bisa di perhatikan lagi.

Supaya bisa lebih dipersingkat agar praktik bisa segera dibuk

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu:
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Bagaimana proses pembauatan perizinan praktik dokter mandiri?

ro

Apa saja yang menjadi syarat yang harus dilengkapi?

w

Berapa lama proses dan berapa biaya yang harus dikeluarkan?

4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam melakukan
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